PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jn. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / /o / C-STR/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,
Membaca . Surat Wali NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA
Nomor : 140/13/WN.KT.TR/2020 tanggal 20 Februari

2020 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI KOTO
TARATAK Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO
TARATAK Kecamatan SUTERA  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun
57 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran

. Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108
\baran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
epublik Indonesia Tahun 2014
.,embaran Negara Republik

~ Tahun 2014 tentang

Negara Republik

i
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

: Desa, Pembangunan Daerah
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
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Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus
Nagrai Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak Daerah dam Restribusi Daerah setiap Nagari Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

an 2017;

Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019
Daﬁar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak
1 Kewenangan Lokal Berskala Nagari di
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KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan
penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
keputusan ini.

KETIGA ¢ Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan
I dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab  sepenuhnya/mutlak
terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah
dilakukan Evaluasi.

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan
ersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum
likemudian hari.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 25 Februari 2020
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Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip
penganggaran pendapatan tersebut diatas.

Disarankan pada nagari memperbaiki :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan belanja pakaian dinas, disarankan kepada nagari untuk
volume dikaji ulang kembali.

2. Bidang Pembangunan

a. Kegiatan Belanja pembangunan Pagar TK, disarankan kepada
nagari untuk menrincikan nama kegiatan.

b. Kegiatan belanja material untuk barang yang dserahkan kepada
masyarakat dan belanja modal untuk kegiatan yang menjadi aset
nagari.

¢. Disarankan kepada nagari untuk mengkaji ulang pemberian honor
kader PMT

d. Honor tim TPBJ pedomani Perbup

e. Penerima RTLH harus ada nama yang jelas

f. Biaya DED dimasukkan dalam upah

3. Bidang Pembinaan
a. Pakaian seragam satlinmas dasarnya pedomani perbup maksimal
] p-80000-000”
' esa RKA dibagi 2 ( RKA kontribusi Rp.5.000.000,- dan RKA
rinci Rp.10.000.000,-)
1 pembinaan imam khatib diganti dengan pelatihan imam

elatiha | diganti dengan uang saku

kewenangan
Pemerintahan
pembinaan
Nagari dan
; kewenangan
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi
Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan
yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas
dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam
menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari
berdasarkan RKPNagari tahun 2019. A-
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Surantih, #5 Februari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020
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*B Desa/ Perdes
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